-
BUPATI MUKOMUKO
PROVINS] BENGKULU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
noMOR (I TAHUN 2018

TENTANG

UNIT LAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang . a. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak
lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih
sisternatik, maka perlu dibentuk Unit Layanan
Terpadu Perlindungan Sposial Anak Integratif

Kabupaten Mukomuko;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri
Sosial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem
Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial
Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang
Pembentukan Unit Lavanan Terpadu Perlindungan
Sosial Anak Integratif Kabupaten Mukomuko;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56086);

2. Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
%:mbarga; P%I‘egara Republik Indonesia Tahun 2003

mor 23, Tambahan Lembaran Ne R '
Indonesia Nomor 4266); R



BUPATI MUKOMURKO
PROVINSI BENGKULLU

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
noMOR |8 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT LAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUKOMUKQ,

Menimbang : a. bahwa agar penanganan perlindungan sosial anak
lebilh efektif, efisien dan dapat dltar_lgam lebikh
sistematik, maka perlu dibentuk Uml Layanan
Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratf
Kabupaten Mukomuko;

b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri
Spsial Nomor 44/HUK/2003 tentang Sistem
Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial
Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum
Perlindungan Kesejahteraan Sosial Analk;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Mukomuko tentang
Pembentukan Unit Layanan Terpadu Perlindungan
Sosial Anak Integratif Kabupaten Mukomuko,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606},

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);




3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Fengeaahan Mmtermational Couverarnd Cin  eoroimie,
Booo! and Culbural Right [Perjanjan [niternasional
tenitnng Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya),
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4557);

4. Undang-Undang Nomaor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967,

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran WNegara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nemor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3063);

7. Undang-Undang Nomar 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587],
sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2003
tentang Sistem Kesejahteraan Sosial Nasional,

9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 15/A/HUK /2010

tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan
Sosial Anak;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuke MNomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko

(Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun
2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT LAYANAN

TERPADU PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF
KABUPATEN MUKOMUKO. I

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

: Upati ini yvang di ,
1. Bupati adalah Bupati Mukggm&ﬁsud dengan :




.‘\

Ll B3

10.

11.

13,

13.

14,

15.
16.
17.

Daerah adalah Kabupaten Mukomukao

Pemerininh Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuka

Jeiaring Lembaga Penyedia Layanan adalah Chrganisasi Perangkart
Daerah dan Lembaga lain vang menyelenggarnkan layanan yvang terkait
dengnn kessjahteraan sosial dan perlindungan anak yang menjadi
peserta  kesepakatan  penyediaan layanan secara  terpadu dalam
koordinasi Unit Lavanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif

Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkar Daerah

Kabupaten Mukomuko sebagai unsur p-r:ml:nnn'r.q Bupat: dalam
Penvelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan

Daerah. _
Lembaga lain adalah instansi diluar Pemerintah Daerah yang ikut

berperan aktif maupun pasif dalam perlindungan sosial dan anak
integratif di Kabupaten Mukomuko seperti perusahaan swasta,
organisasi masvarakat, dan lain-lain.
Anak adalah seseorang vang belum berusia 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak vang masih dalam kandungan. .
Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan  martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan
kekerasan dan diskriminasi.
Perlindungan sosial anak adalah semua upaya yang diarahkan untuk
mencegah dan menangani resiko dari goncangan dan kerentanan sosial
bagi anak serta menjamin hak-hak anak dalam segala usia.
Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOF adalah
standar pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan
pelayanan, penanganan, perlindungan sosial anak integratif.
Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif yang
selanjutnya disingkat Unit Layanan Terpadu PSAI adalah lembaga non
struktural  yang mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan
kesejahteraan sosial anak di Pemerintah Daerah,
Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga
pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi
pekenjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang
diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik
pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas dan penanganan masalah
sosial analr,
Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang di didik dan dilatih
secara  professional untuk melaksanakan tugas pelavanan dan
penanganan inasalah sosial dan/atau seseorang yang bekesja, baik di
lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya
di bidang kesejahteraan sosial anak.
Petugas on call sebagai haglan unit layanan yang menjadi bagian Unit
L&}"HIJIELII Terpadu dating ke Unit Terpadu sesuai permintaan
Kn-r:-rdlmutml" Unit Layﬂnﬂu_ Terpadu PSAI dan berkoordinasi dengan
gﬂkm_;ra sosial selaku manajer kasus.
pfmam adalah kesimpulan semua kegiatan Yyang sudah dilalui dalam
A : .
uﬁﬁ"ﬂj’;ﬂﬁi}; suatu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja sosial
c Confersnce ldl permasalahan dan kebutuhan anak.

adalah pertemuan yang dilaksanakan oleh petugas

layanan dan Jejari
Jarne Lemba Pe [
dan menemukan solusi mmﬂﬂah::ﬂdlﬂ. I’-ﬂ}'ﬂ.ﬂﬂ.ﬂ. untuk membahas




Visi dari pembentukan Unit

BAB 11
viS1, MISI DAN PRINSIFP LAY ANAN

Bagian Kesatu
VISl

Pasal 2

Layanan Terpadu PSAl adalah terwujudnya

Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak di Kabupaten Mukomuko.

Bagian Kedua
MISI

Pasal 3

Misi dari pembentukan Unit Layanan Terpadu PSAI yaitu °

H

b.

c.

peningkatan ketersediaan data base layanan anak;, .
peningkatan pelayanan penanganan masalah kesejahteraan sosial anak
secara terpadu;

peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduarn
masvarakat terkait perlindungan sosial anak; _
peningkatan penanganan Kasus indak kekerasan, eksploitasi,
penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak secara menyeluruh,
terkoordinasi, dan profesional;

peningkatan pelayanan pemenuhan kesejahteraan anak dan keluarga;

dan
peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan sosial analc.

Bagian Ketiga
PRINSIP LAYANAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip layanan :

&

Sederhana, yaitu Standar pelayanan yang mudah dimengeru, mudah

diikuti,mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang

jelas bagi masyarakat maupun penyelenggara,

Konsisten, vaitu dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan

harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur dan

persyaratan;

Partisipatif, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan memperhatikan

pendapat anak serta melibatkan masvarakat dan pihak terkair;

Altuntabel, vaitu hal-hal yvang diatur dalain standar pelayanan harus

dapat dilaksankan dan dipertanggungjawabkan;

Berkesinambungan, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat berlaku

sesuai perkermbangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas

pelavanan;

Transparan, yaitu dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh

seluruh masyarakat;

ﬁgﬁiﬂ?ﬁh g:_:u di];:l]:ﬁsanaan pelayanan harus menjamin  bahwa

ectinda. Etatui o an dapat menjanglkau semua masyarakat yang

kapabilitas ﬁE'kdaf nomi, jarak !ﬂkﬂﬂll geografls dan perbedaan
1 n mental serta responsive gender;



h. Berpusat pada anak, vaitu semusa keputusan dalam pemberian layanan
Inﬂﬁﬂﬂutunbﬁﬂgkﬂﬂ'hrprﬂﬁﬂgﬁn terbaik bagi anak; dan _

i Rahasia, vaitna menjamin kerahasiaan identitas dan privasi penerima
layanan kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang,

BAB Tl
PEMBENTUKAN

Pasal 5

(1} Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Layanan Terpadu PSAIL

(2] Tujuan dibentuknva Unit Layanan Terpadu PSAl sebapaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah untuic _ _
a. Memberikan Penanganan terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi,
penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak; .
b. Memberikan penanganan terhadap anak yang mempunyai
permasalahan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial:
dan

¢. Menciptakan keterpaduan dalam upaya penanganan kﬂlﬂrfipﬂ%{
resiko  dan penanganan  tindak  kekerasan  eksploitasi,
penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.

BAB [V
KEDUDUKAN

Pasal 6

Unit Layanan Terpadu PSAI berkedudukan dibawah koordinasi Dinas Sosial
Kabupaten Mukomuko.

Pagal 7

Tugas Unit Layanan Terpadu PSAI adalah -

a. Membangun dan menjalankan koordinasi Jejaring Lembaga Penyedia
Layanan dalam penyelenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan sosial
anak;

b.  Mengidentifikasi dan memberikan layanan pengaduan bagi anak-anak
yang dinilai berada dalam situasi beresikao mengalami kekerasan,
perlakuan salah, ekploitasi dan penelantaran:

€. Menjalankan manajemen kasus dan mengkoordinasikan layanan
Jejaring  Lembaga Penyedia Layanan dalam penanganan kasus
kekerasan, perlakuan salah, ekploitasi, dan penelataran  untuk
Memastikan lavanan dijalankan secara menyeluruh, terkoordinasi, dan
profesional:

d. Menciptakan keterpaduan dalam pencatatan dan pengelolaan data
kesejahteraan sosial anak; dan

€. Melakukan Pengkajian, advokasi dan pengembangan kerjasama untuk
Penguatan kapasitas System kesejahteraan sosial anal.




(1]

(<]

(3]

(4)

(1)

(2]

(1)

(2)

BARB V
SUSUNAN ORGANISASI]

Fasal B

ayusunan Organisasi Unit Layanan Terpadu PSAI terdir: dan

a. Kpordinatar;

h Seks Pelavanan Perlindungan Hosial Anak; dan

- Spksi Data Informasi dan Pengaduan.

or dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

koordinal .
fitet Bupati atas usulan Kepala Dinas Sosial

ditetapkan dengan Keputusan
Kabupaten Mukomuko.
Unit Layvanan Terpadu PSAl terhubung dengan Jejaring Lembaga

Penyedis Layanan dalam hubungan koordinatif.

Bagan Struktur Organisasi dan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan
sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3} tercantum dalam
lampiran dan menjadi bagian yang tak dapat terpisahkan dan

Peraturan Bupati ini.
Pasal 9

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a
berfungsi memimpin dan mengendalikan Unit layanan Terpadu PSAl,
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Mukomuko.

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf
¢. dipimpin oleh Kepala Seksi, berfungsi untuk menjalankan rugas Unit
Layanan Terpadu PSAl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan
bertanggungjawab kepada Koordinator Unit Layanan Terpadu.

BAB VI
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAR

Pasal 10

s T e g S o Tl 8 o (1) et =

. emimpi '

! LI Y e ks
Unit Layanan Terpadu F:Ei'i?ﬂram dan kegiatan, serta rencana kerja

" Lembngn ey ayamane " Mo erjtsama Jearing

T'E'J.'hﬂ.dﬂp pelaksanaan ty ; £
: gas, Koordinasi Unit La

:’ler:!ﬁn}r mdtﬁﬂﬂﬁuﬂg jawab sebagai berilcut : yanan Terpadu PSAL
: gendalikan  penyelesaian : S

) En}mdm‘ Lﬂjfanmf; dzile kasus bersama Jejaring Lembaga
+ Melakukan evaluasi dan melaporkan kegiatan Unit Layanan

Terpadu PSAJ secara i :
Sosial Kabupaten Muk{?fln?lnkﬁprﬂda gk Sepela. Dinis




(1)

(2}

(3)

(4)

(S)

(6]

(1]

FPasal 11

Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 avat (1) huruf b mempunyai tugas-tugas sebagal berikut.
akan tugas pelnyanan terkait kesejahteraan sosial anak

a  Meloksan : . ;
spsuai standar operasional yang ditetaplkan;

koordinasi dengan Jejaring Lembagn Penyedia

alankan , :
b. Memia lenggaraan pelayanan terkait kesejahteraan

Lavanan dalam penye

sosial anak; ) _ .
c. Mengkoordinasikan upaya penyelesaian _rnas!.alah bagi resiko
terjadinva kekerasan, perlakuan salah, ekploitasi, dan penelantaran

anak di tingkat keluarga, pengasuhan alternabif, lingkungan

pendidikan dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan P-E'nﬂ.lﬂgﬂﬂﬂnf layanan maﬂla.lal.h
perhndungan social anak dengan Jej aring Lembaga Penyedia

Layvanan,
Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap keseluruhan proses

a.

]_E}ra_nan PeENanganan masalah bag knlumpu]-: resiko, dan
penanganan masalah perlindungan sosial anak; dan
Menyusun laporan penvelenggara layanan perlindungan sosial
anak.
Terhadap pelaksanaan tugas, Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial
Anak mempunvai tanggung jawab;
a. Melakukan pefata usahaan kegiatan layanan;
b. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana layanan,

c. Melakukan pemantauan terhadap proses hukum korban dan anak

berkasus,
d. Melakukan pemantauan terhadap kondisi lkesehatan,

psikologissosial korban dan anak berkasus; dan
Membuat dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Unit

Layanan Terpadu PSAIL
Seksi Pelayanan Perlindungan Sosial Anak dalam melaksanakan tugas
dla.n tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayart (2|
dibantu oleh Petugas Assesmen, Pekerja Sosial dan Jejaringnya di
Kecamatan, petugas on call dan jejaring layanan rujukan.

Petugas Aaae;rréﬂn J?'m:*n:u]il::i tugas dan tanggung jawab melakukan
assesmen terhadap laporan yang masuk sebagai bahan pertimbangan
untuk memberikan layanan.

I;Ekena_ 1E§aia]dhmjanggung Jawab pada seluruh tats kelola kasus
ewakili dan ditunjuk oleh Koordinator Unit Lavanan Terpa

hingga kasus terminasi. 4 du PeAl
Dalarm melaksanakan tugas Pelayanan Perlindungan Sosial Anak

[ﬂt-E ﬁ.f_. Pek '& + E I
melalui ngal&;gkai?ﬂsml bﬂrtﬂ_nggung jawab kepajia Koordinator

<.

Pasal 12

Seksi i
th:; EData. Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam
5 Men:iatb{“ huruf ¢ mempunyal tugas sebagai berikut -
denganuuiigz:;(m Pendataan kesejahteraan dan perlin;iungﬂn anak
pendataan kesejahteraan sosial lain yang berlaku;



(<)

(3)

(4]

(5]
(6]

(7)

Setiap anggota Jej -

jaring Lembaga Penvedia La | im
dalam oA, ¥ Yanan sebagaimana d
= Pasal 8 ayat (3) memiliki tugas sebagai berikut - S

b.

perc Ataam

bk, Menyusun dan memastiken format dan mekanisme
bersamn difahami don digunikan oleh Unit Lavanan Terpadu PSAL
an Jeparing Lembagn Peoyvedia Lavanan;

. Mengkoordinasikan penghimpunan dan pembaharuan (updating)
data base perhndungan sosial anak:

d. Menvelenggarnkan layvanan pengadusn masyarakat terkait masalah
perhindungan sostal anak,

e, Membernkan informast layvanan serta penangan kepada masvarakat;

. Mengelola doatn dan intormasi hagil kegatan pelayvanan penanganan
masalah bag  kelompok  resiko, dan  penanganan masalah
perlindungan sosial anak: dan

E- Mengevaluasi dan menyusun laporan kegiatan kajian, pelayvanan

data dan informasi.
Terhadap pelaksanaan tugas, Seksi Data, Informasi, dan Pengaduan
mempunyal tanggung jawab sebagai berikut ;

a. Melakukan penatausahaan kegiatan;
Melakukan pembaruan (updating} data base perlindungan sosial

D,
anak;

Melakukan pendokumentasian; dan

Membuat dan menyampaikan laporan kepada Koordinator Unit

c.
d,

Lavanan Terpadu PSAIL
Seksi Data, Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada
ayatl (1] dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dibantu:

a. Fetug.:m Input dan Pengolah Data:
b. Penerima Pengaduan yang sekaligus bertindak sebagal Resepsionis.

Dalam melaksanakan tugas terkait Pelayanan Perlindungan Sosial
Anak Integratif, Petugas Input dan Pengolah Data serta Penerima
geEknEI:aduan bertanggung jawab kepada Koordinator melalui Kepala
Petugas Input Data dan Pengolah Data memilild
] | ta dan tan
Jawab menginput data layanan; i =
Penerima Pengaduan memiliki tugas dan tan i erim
: ggung jawab men
pengaduan sekalipus bertindak sebagai resepsionis; B :
Petugas Input dan_Pengniah Data ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial
atas usulan Koordinator dengan perumbangan keahlian dan rekam

sesual bidang kerjanya,

M i
enyelenggarakan layanan peningkatan kesadaran masyarakat tentang

;ﬂﬂﬂ:jﬂiterﬂ.ﬂn dan perlindungan anak;
Yelenggarakan i&}"f_l.ﬂﬂ.!li Pengurangan resiko terjadinya kekerasan,




(1)
[2)

Dalam melaksanakan tugas, Koordinator
Kepala Seksi, dan anggota Jejaring Lembaga
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sin
dan horizontal, baik didalam lingkungan Unit Layanan

BAB VII
PEMBINAAN

FPasal 14

Bupati melakukan pembinaan terhadap Unit Layanan Terpadu PSAL

Dalam melakukan Pembinaan sebagaimana diml:ﬂmud pada ayal H:rll
Bupati membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis dengan Keputu

Bupati.

BAB VIII
TATA KERJA DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 15

Unit Layanan Terpadu PSAL,
Penyedia Layanan wajib
kronisasi secara vertikal
Terpadu dengan

instansi/OPD, serta Lembaga Penyedia Layanan lainnya sesuai dengan
tugasnya.

Pasal 16

Untuk kepentingan keterpaduan layanan antara Unit Layanan Terpadu PSAI
dengan Jejaring Lembaga Penyedia Layanan, perlu dmus_un Standar
Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(1)

(2]

(3)
[4)
(5)

(6}

Pasal 17

Unit Layanan Terpadu PSAI menyelenggarakan rapat koordinasi
dengan seluruh anggota Jejaring Lembaga Penyvedia Layanan sedikitnya

1 [satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Unit Layanan Terpadu PSAI dapat menyelenggarakan rapat khusus
dengan seluruh atau sebagian anggota Jejaring Lembaga Penvedia
Layanan sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan yang dinilai khusus
dan membutuhkan bersama secara segera.

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan maka perlu dilakukan
koordinasi antar Seksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Enardfnaai sebagaimannna dimaksud ayat (1) difasilitasi oleh
Koordinater Unit Layanan Terpadu PSAL

Pelaksana lavanan hari : i
onfesetin: ka.‘i;u:n arian melakukan koordinasi progres kasus dan



Agar setiap orang
Peraturan Eupa.t:i.g mjﬂp-;;n Mengetahui, memerintahkan pengundangan
Kabupaten Mukomuko, BAN penempatannya dalam Berita Daerah

.".'f.!'- 1 [ LS

: A TUN 2018
BUPATI _ﬁu KOMUKO,

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal ?j BLLA 2018

SHYRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKQ,

SY
\&
BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2018 NOMOR .00



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR |8 . TAHUN 2018
TANGGAL 24 N 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN TERPADU
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF

KABUFATEN MUKOMUKO
Jejaring Lembaga
Koordinator ] Penyedia Layanan

l |

} Seksi Layanan
Selsi Dala, Informasi, Perlindungan Sosial
Dan Pengaduan Analc




